ABSTRAK
Muhammad Fahmi Sanusi Konstruksi Putusan Hakim Pengadilan Agama Garut Pada Perkara
Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Cacat Prosedur Pencatatan Perkawinan (Analisis
Putusan Nomor : 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt)

Pada perkara Pembatalan Perkawinan dengan putusan Nomor: 4502/?Pdt.G/2023/PA.Grt
Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Akta Nikah antara Pemohon dan
Termohon tidak berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena adanya cacat prosedur
pencatatan dan ditemukan fakta bahwa pada tanggal yang tercantum dalam Akta Nikah tidak ada
akad nikah yang berlangsung pada tanggal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembatalan perkawinan,
menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim, mengetahui bagaimana konstruksi hukum yang
digunakan Hakim, serta menganalisis bagaimana akibat hukum permohonan pembatalan
perkawinan pada putusan Nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt.

Penelitian ini menggunakan metode Content Analysis untuk menganalisis isi putusan
perkara pembatalan perkawinan karena adanya cacat prosedur pencatatan perkawinan dan
dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini dilakukan
dengan studi dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian pada putusan Nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt: 1) Prosedur pembatalan
Perkawinan dilakukan sesuai dengan proses pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975. 2) Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim
adalah dengan pertimbangan yuridis yaitu ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 ayat (1) dan
(2) tentang pencatatan perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya
bedolan. Selain itu Hakim menggunakan pertimbangan empiris dengan memperhatikan azas
kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. 3) Konsturksi Pemikiran Hakim terhadap
putusan ini yaitu dengan dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon dengan alasan adanya
cacat prosedur yang mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. jenis konstruksi konstruksi
hukum yang dilakukan hakim adalah Argument Per Analogi, yaitu Majelis Hakim menggunakan
daya nalarnya untuk menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan No.
4502/Pdt.G/2023/PA.Crt.

Adapun bentuk konstruksi hukum dalam menyelesaikan perkara ini: Pertama,
dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon dimana majelis Hakim dalam amarnya tidak
membetalkan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan menyatakan bahwa Akta Nikah
Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukm, dikarenakan adanya cacat prosedur dalam Akta
Nikah, sedangkan alasan dalam aturan Perungang-undangan cacat prosedur tidak termasuk
kedalam alasan pembatalan perkawinan. Kedua, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa tidak
terjadi akad nikah pada tanggal yang tercatat dalam Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon,
oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menganggap tidak ada perkawinan yang dibatalkan. Ketiga,
oleh karena tidak ada akad nikah, sehingga tidak ada perkawinan yang dibatalkan maka Majelis
Hakim dalam amar putusannya bukan membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon,
melainkan menyatakan bahwa Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukum
karena adanya cacat prosedur dalam pencatatan Akta Nikah. 4) Akibat hukum pada putusan
N0.4501/Pdt.G/2023/PA.Grt oleh karena dalam amarnya hakim menyatakan Akta Nikah Pemohon
dan Termohon tidak berkekuatan hukum tetap atau tidak memiliki kekuatan hukum apapun, maka
Akta Nikah tersebut dianggap tidak ada.

ABSTRACT
Muhammad Fahmi Sanusi Construction of the Garut Religious Court Judge's Decision in the
Case of Marriage Annulment Due to Defects in Marriage Registration Procedures (Analysis of
Decision Number: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt)

In the case of Marriage Annulment with decision Number: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt, the
Panel of Judges in their decision stated that the Marriage Certificate between the Applicant and
the Respondent had no permanent legal force. This was due to defects in the recording procedure



and the fact that on the date stated in the Marriage Certificate, no marriage contract took place on
that date.

This study aims to determine the procedure for marriage annulment, analyze the basis for
the Judge's legal considerations, find out what legal construction the Judge uses, and analyze the
legal consequences of the application for marriage annulment in decision Number:
4502/Pdt.G/2023/PA.Grt.

This study uses the Content Analysis method to analyze the contents of the decision on the
annulment of marriage due to defects in the marriage registration procedure and is carried out
with a normative legal approach. The data sources in this study were carried out through
documentation studies, interviews and literature studies.

The results of the study on decision Number: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt: 1) The procedure
for annulment of marriage is carried out in accordance with the divorce lawsuit filing process as
regulated in Article 38 of PP No. 9 of 1975. 2) The legal considerations used by the Panel of Judges
are with legal considerations, namely the provisions of the Compilation of Islamic Law Article 17
paragraphs (1) and (2) concerning marriage registration and Government Regulation No. 48 of
2014 concerning bedolan costs. In addition, the Judge uses empirical considerations by paying
attention to the principles of legal certainty, legal benefits and justice. 3) The Judge's Thought
Construction regarding this decision is by granting part of the Applicant's request on the grounds
of procedural defects which has never happened before. The type of legal construction carried out
by the judge is Argument Per Analogy, namely the Panel of Judges uses their reasoning power to
resolve the case of annulment of marriage in decision No. 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt.

The form of legal construction in resolving this case: First, the Petitioner’s petition was
partially granted where the Panel of Judges in their ruling did not annul the marriage of the
Petitioner and the Respondent, but stated that the Marriage Certificate of the Petitioner and the
Respondent had no legal force, due to a procedural flaw in the Marriage Certificate, while the
reasons in the Legislation for procedural flaws are not included in the reasons for annulment of
marriage. Second, in the trial it was found that there was no marriage contract on the date recorded
in the Marriage Certificate between the Petitioner and the Respondent, therefore the Panel of
Judges considered that no marriage was annulled. Third, because there was no marriage contract,
so no marriage was annulled, the Panel of Judges in their ruling did not annul the marriage of the
Petitioner and the Respondent, but stated that the Marriage Certificate of the Petitioner and the
Respondent had no legal force due to a procedural flaw in the recording of the Marriage
Certificate. 4) The legal consequences of decision No. 4501/Pdt.G/2023/PA.Grt because in his
ruling the judge stated that the Applicant and Respondent's Marriage Certificate had no permanent
legal force or did not have any legal force, then the Marriage Certificate was deemed non-existent.
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